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Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Ternak 
kambing di Desa Sedagaran Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik” ini 
merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan 
tentang bagaimana praktek kerjasama dalam usaha ternak kambing di Desa 
Sedagaran Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dan bagaimana analisis hukum 
Islam terhadap kerjasama bagi hasil dalam usaha ternak kambing di Desa 
Sedagaran Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. 
Data penelitian dikumpulkan melalui penelitian lapangan (field research). 
Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif dengan pola pikir 
deduktif, yaitu memaparkan terlebih dahulu landasan teori tentang akad 
musha>rakah  untuk menganalisis fakta empiris tentang kerjasama bagi hasil 
dalam usaha ternak kambing di Desa Sedagaran Kecamatan Sidayu Kabupaten 
Gresik. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama: praktek kerjasama bagi 
hasil dalam usaha ternak kambing di Desa Sedagaran merupakan perjanjian 
kerjasama bagi hasil yang dilakukan dengan akad musha>rakah yakni shirkah al-
‘ina>n. Di mana melibatkan tiga orang yang berserikat dan tiap orang 
berkontribusi dalam penanam modal meskipun dengan jumlah/bentuk yang tidak 
sama. Keuntungan dalam kerjasama bagi hasil ini telah di tentukan akan dibagi 
bersama dengan para pihak yang berserikat namun tidak diketahui berapa 
proporsi yang di peroleh oleh tiap orang. Kedua: praktek akad kerjasama bagi 
hasil tersebut tidak sesuai dengan syarat sahnya akad musha>rakah  dikarenakan 
adanya penentuan keuntungan yang tidak diketahui pasti berapa proporsinya, 
sehingga terdapat unsur ketidakpastian pada keuntungan yang di dapat oleh salah 
satu pihak. Akan tetapi tetap sah dilakukan karena terdapat unsur tolong 
menolong dan demi kemaslahatan. 
Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka bagi kedua belah pihak diharapkan 
dapat melakukan perjanjian secara tertulis dengan hitam diatas putih. Serta 
untuk pembagian keuntungan hendaknya disepakati diawal perjanjian mengenai 
proporsi keuntungan yang didapat oleh setiap pihak yang berserikat. Karena 
dikhawatirkan jika sistem seperti ini diteruskan maka akan menyebabkan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Manusia adalah makhluk yang memiliki hubungan vertikal dengan 
Tuhan dan memiliki hubungan horizontal dengan sesama manusia. 
Hubungan manusia dengan Tuhan disebut dengan ibadah, sedangkan 
hubungan manusia dengan manusia disebut bermuamalah. Karena manusia 
adalah makhluk sosial yang pada dasarnya membutuhkan orang lain untuk 
menjalani kehidupannya sehari-hari. Agar manusia dapat memenuhi 
kebutuhan hidupnya maka Allah Swt menunjukkannya dengan jalan 
bermuamalat. 
Secaraetimologi kata muamalah artinya saling bertindak, saling 
berbuat, dan saling beramal1  seperti melakukan kegiatan jual beli, utang 
piutang, sewa menyewa, kerjasama, dan yang lainnya, yang bermanfaat bagi 
diri sendiri atau masyarakat banyak. 
Sebagai makhluk sosial saling tolong menolong adalah hal yang 
diharuskan, membantu dalam hal kebaikan apapun sesama manusia. Salah 
satunya adalah melakukan kerjasama. Karena kerjasama adalah hal yang 
tidak akan luput dari kehidupan manusia. 
 
                                                          
1
Rahmat Syafei, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 14. 



































Dalam kerjasama atau di kenal dengan shirkah dilakukan oleh dua 
orang atau lebih. Kerjasama ini bisa di lakukan di bidang apapun asalkan 
sesuai dengan syariat Islam. Karena manusia tidak mungkin terlepas dari 
manusia lainnya, oleh karena itu diperlukan adanya kerjasama dalam 
bermuamallat. 
Shirkah secara etimologis mempunyai arti percampuran (ihtilath), 
yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa 
dapat dibedakan antara keduanya.٢Secara terminologisAl-musha>rakah adalah 
akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di 
mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau 
amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan di 
tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.٣ Dalam Alquran, musha>rakah 
disebutkan dalam Surah an-Nisaa’ ayat 12:   
...                
Artinya: ...tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka 





                                                          
2 Ibid. 
3 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 
2001), 90. 
4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Bandung: Diponegoro, 2015), 79. 



































                       
                   
                    
Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu 
dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada 
kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 
berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian 
yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal 
yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui 
bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada 
Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.5 
 
Dalam Surah an-Nisa’ ayat 12, pengertian syuraka>’ adalah bersekutu 
dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam Surah 
Shad ayat 24, lafal al-khulatha>’ diartikan syuraka>’, yakni orang-orang yang 
mencampurkan harta mereka untuk di kelola bersama.6 
Dalam musha>rakah terdapat beberapa jenis kerjasama, salah satunya 
adalah shirkah al-‘ina>n. Sh\irkah al-‘ina>n yaitu kerja sama antara dua orang 
atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan 
cara membagi untung atau rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing.7 
Dalam sh\irkah al-‘ina>n tidak disyaratkan adanya persamaan dalam modal, 
tasarruf  (tindakan hukum), dan keuntungan serta kerugiannya. 
Dalam prakteknya di Desa Sedagaran Kecamatan Sidayu Kabupaten 
Gresik terdapat praktik kerjasama dalam bidang pengelolaan ternak kambing. 
                                                          
5
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Bandung: Diponegoro, 2015), 454. 
6 Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah (Jakarta: Amzah, 2013), 342. 
7 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah ( Jakarta: Kencana, 2013) ,225. 



































Kerjasama ini terjadi antara 3 pihak, yaitu 2 orang pemilik modal dan 
pengelola ternak kambing. Di mana dalam hal pengelolaan di serahkan 
sepenuhnya pada pengelola kambing dan pemilik modal hanya sesekali 
melihat kambingnya untuk memberikan minum.8 
Di Desa Sedagaran praktek kerjasama ternak kambing, di mana 
terdapat 2 orang pemodal dan seorang pengelola. Pemodal pertama 
memberikan modalnya berupa kambing-kambing yang akan di kelola baik 
berupa jantan dan betina serta kandang dan keperluannya, sedangkan 
pemodal kedua memberikan modal berupa tempat bagi kambing tersebut 
nantinya berupa lahan tanah di kawasan tambak. Sedangkan pengelola hanya 
bertugas untuk merawat kambing-kambing tersebut serta memberikan 
makan dan minum kepada kambing-kambing tersebut. 
Kambing-kambing tersebut di rawat sampai besar dan berkembang 
biak. Apabila kambing-kambing tersebut beranak 1 ekor kambing, maka 
anak kambing ini menjadi milik pemodal 1 seutuhnya. Akan tetapi jika 
beranak 2 ekor kambing atau lebih, maka 1 ekor anak kambing menjadi milik 
pengelola sedangkan pemilik modal kedua tidak mendapatkan jatah kambing. 
Dan jika kambing-kambing tersebut sudah siap untuk di jual atau jika ada 
orang yang berniat ingin membelinya maka sepenuhnya atas kehendak 
pemilik modal 1. Dan hasil dari penjualan kambing tersebut di bagi antara 
pemilik modal 1, pemilik modal 2, dan pengelola, di mana dalam pembagian 
                                                          
8
Niswatun (Pemilik Modal 2), Wawancara, Gresik, 2 Agustus 2018. 



































hasil tersebut tidak di ketahui berapa bagiannya. Pembagian hasil tersebut di 
lakukan oleh pemilik modal 1 sesuai dengan kehendaknya sendiri, karena 
tidak adanya perjanjian di awal tentang kesepakatan pembagian hasil dari 
penjualan kambing tersebut. 
Dalam prakteknya kesepakatan ini hanya di buat secara lisan dan atas 
dasar saling percaya dan tidak ada jangka waktu sehingga pemilik modal 
dapat menarik modal yang di tanamkan sewaktu-waktu. Dan memunculkan 
ketidakpastian dalam hal pembagian hasil, yang mana pembagian hasil 
penjualan kambing tidak di dasari dengan kesepakatan di awal kerjasama 
yang mana bagi pemilik modal 2 terkadang mendapatkan hasil dari penjualan 
tersebut dan terkadang tidak mendapat sama sekali.9 
Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk 
menulis penelitian tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama 
Ternak Kambing di Desa Sedagaran Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.” 
 
B.   Identifikasi dan Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 
menerangkan ruang lingkup permasalahan yang akan di teliti serta asumsi-
asumsi yang di gunakan peneliti, agar tidak menimbulkan terlalu luasnya 
penafsiran mengenai permasalahan dan pembahasan yang akan di bahas. Dari 
                                                          
9
Ibid. 



































uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penulis 
mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 
1. Akad yang digunakan dalam kerjasama ternak kambing antara pemilik 
modal dengan pengelola. 
2. Pelaksanaan kerjasama ternak kambing di Desa Sedagaran Kecamatan 
Sidayu Kabupaten Gresik. 
3. Sistem pembagian bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola 
kambing. 
4. Sistem pembagian keuntungan dan kerugian antara pemilik modal dengan 
pengelola kambing. 
5. Analisis hukum Islam terhadap kerjasama ternak kambing antara pemodal 
dengan pengelola kambing. 
Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar 
permasalahan ini di kaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan 
karya ilmiah dengan batasan sebagai berikut: 
1. Praktek kerjasama dalam usaha ternak kambing di Desa Sedagaran 
Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. 
2. Analisis hukum Islam terhadap kerjasama dalam usaha ternak kambing di 




C.   Rumusan Masalah 



































Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka 
penulis merumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana praktek kerjasama ternak kambing di Desa Sedagaran 
Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik? 
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kerjasama ternak kambing di 
Desa Sedagaran Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik? 
 
 
D.   Kajian Pustaka 
Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian 
yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga 
terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan tidak merupakan 
pengulangan duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.10 Setelah 
melakukan pengamatan tentang kajian-kajian sebelumnya, peneliti 
menemukan beberapa kajian diantaranya: 
Pertama, skripsi yang di tulis oleh Sri Rahayu Susanti dengan judul 
“Sistem Pembagian Hasil Hewan Ternak Kerbau di Desa Sungai Jalau 
Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum 
Islam”. 11  Skripsi ini membahas permasalahan tentang pembagian hasil 
                                                          
10
Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: UIN 
Sunan Ampel Press, 2014), 8. 
11 Sri Rahayu Susanti, “Sistem Pembagian Hasil Hewan Ternak Kerbau di Desa Sungai Jalau 
Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam” (Skripsi—UIN 
Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011) 



































ternak kerbau yang mana di kemudian hari terjadi perbedaan sistem 
pembagian hasilnya dari yang sudah di sepakati di awal perjanjian. 
Berbeda dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis, yakni dari 
segi akad dimana praktik yang di teliti oleh penulis menggunakan akad 
mush>arakah  yang di lakukan oleh 3 orang. Serta dalam hal pembagian hasil 
ternak di sini tidak di sepakati di awal perjanjian. 
Kedua, skripsi yang ditulis oleh Fairuz Abadi A dengan judul “Analisis 
Hukum Islam Terhadap Konsep Paron Dalam Kerjasama Penggemukan Sapi 
di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan”.12 Dalam 
skripsi ini membahas tentang konsep paron dalam kerjasama dengan 
menggunakan akad mudharabah yang mana hasil dari penjualan sapi tersebut 
di bagi menjadi dua antara pemberi modal dengan pengelola, tetapi yang 
terjadi adalah hasil yang di berikan oleh pengelola tidak sesuai dengan 
perjanjian di awal yang mana keuntungan di bagi menjadi dua sama rata. 
Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dari jenis akad yang di 
gunakan, serta dalam hal pembagian hasil tidak adanya kesepakatan di awal. 
Ketiga, skripsi yang ditulis oleh M. Muchlisin dengan judul “Studi 
Analisis Akad Mudarabah Terhadap Kasus Kerjasama Ternak Kambing di 
                                                          
12
Fairuz Abadi A, “Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Paron Dalam Kerjasama 
Penggemukan Sapi di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan” (Skripsi—
UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015) 



































Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo”. 13  Yang di dalamnya 
membahas mengenai pembagian hasil ternak dengan menggunakan akad 
mudharabah yang di anggap tidak sah karena ketidakjelasan dalam 
pembagian keuntungan. Di mana bagian keuntungan milik pengelola di bagi 
lagi dengan pemilik modal. 
Dalam penelitian ini terdapat kesamaan mengenai ketidakjelasan 
dalam pembagian keuntungan. Akan tetapi dalam penelitian ini akad yang di 
gunakan berbeda dengan penelitian sebelumnya tersebut dan ketidakjelasan 
dalam pembagian keuntungan terjadi karena tidak adanya kesepakatan di 
awal perjanjian. 
Kesimpulan dari tiga skripsi di atas adalah berbeda dengan apa yang 
akan di bahas dalam penelitian ini, dimana akad yang di gunakan berbeda 
dan para pihak yang melakukan kerjasama lebih dari dua orang. 
 
E.   Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka skripsi ini bertujuan 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui praktek kerjasama ternak kambing di Desa Sedagaran 
Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. 
                                                          
13 M. Muchlisin, “Studi Analisis Akad Mudarabah Terhadap Kasus Kerjasama Ternak Kambing 
di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo” (Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 
2010) 



































2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap kerjasama ternak 
kambing di Desa Sedagaran Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. 
 
F.   Kegunaan Hasil Penelitian 
Dari penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap 
Kerjasama Ternak Kambing di Desa Sedagaran Kecamatan Sidayu 
Kabupaten Gresik” di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
1.  Manfaat keilmuan (teoritis) 
Dapat menambah wawasan para pembaca sehingga dapat 
mengembangkan ilmu tentang kerjasama dalam hukum Islam khususnya 
dalam akad musha>rakah. 
2.  Manfaat praktis 
Dapat memberikan informasi dan pemahaman secara jelas kepada 
tiap pihak yang berakad pada kerjasama ternak kambing di Desa 
Sedagaran mengenai kerjasama yang baik dalam hukum Islam. 
 
G.   Definisi Operasional 
Untuk memperjelas fokus penelitian ini, dan untuk menghindari 
kesalahpahaman terhadap penelitian ini, maka peneliti perlu memberikan 
definisi dari istilah-istilah yang berkenaan dengan judul di atas, yakni 
dengan menguraikannya sebagai berikut: 



































1.    Hukum Islam                 : Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu 
Allah Swt dan Sunnah Rasul Saw dan 
pendapat ulama tentang tingkah laku 
manusia yang di akui dan diyakini berlaku 
dan mengikat untuk semua umat yang 
beragama Islam. 14  Dalam penelitian ini 
hukum Islam yang di maksud adalah 
peraturan yang mengatur tentang akad 
musyarakah yang digunakan untuk 
menganalisis kerjasama yang menghasilkan 
keuntungan dalam usaha ternak kambing di 
Desa Sedagaran Kecamatan Sidayu 
Kabupaten Gresik. 
2.   Kerjasama Ternak Kambing : Yang di maksud kerjasama ternak kambing 
di sini adalah kerjasama yang dilakukan 
oleh 3 orang, di mana dua orang sebagai 
pemodal dan seorang pengelola. Pemodal 
satu memberikan modal berupa kambing 
yang nantinya akan di ternakkan beserta 
kambing dan keperluannya, sedangkan 
pemodal kedua menyediakan lahan tanah 
yang akan di jadikan tempat membangun 
                                                          
14
Tim Reviewer MKD 2014, Studi Hukum Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 32. 



































kandang dan menaruh kambing-
kambingnya, sedangkan pengelola bertugas 
untuk menjaga dan merawat kambing-
kambing tersebut untuk dicarikan makan 
dan minum. Lalu dalam kerjasama tersebut 
tidak di sepakati di awal mengenai 
pembagian keuntungan dari hasil penjualan 
kambing tersebut yang mana bagi pemilik 
modal 2 terkadang mendapatkan hasil dari 
penjualan tersebut dan terkadang tidak 
mendapat sama sekali. Sehingga 
menimbulkan ketidakjelasan dalam hal 
pembagian hasil. 
Jadi yang di maksud dengan judul secara keseluruhan adalah analisis 
dengan menggunakan akad musha>rakah terhadap praktek kerjasama antara 
pemodal dengan pengelola ternak kambing di mana pembagian keuntungan 
dari hasil penjualan kambing tersebut tidak di sepakati di awal perjanjian 
sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam hal pembagian hasil. 
 
H.   Metode Penelitian 
Penelitian yang di lakukan berorientasi pada pengumpulan data 
lapangan, sedangkan pendekatan yang di gunakan adalah penelitian 



































kualitatif. Adapun metode yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1.   Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), 
yakni penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan 
mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu.15 Di 
mana penulis terjun langsung ke tempat penelitian untuk meneliti 
langsung terhadap kehidupan sebenarnya di masyarakat yakni tentang 
praktek kerjasama ternak kambing di Desa Sedagaran Kecamatan 
Sidayu Kabupaten Gresik. 
2.   Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang di gunakan penulis dalam penelitian ini 
adalah pendekatan dengan pola pikir deskriptif kualitatif. Artinya data 
yang di kumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut 
berasal dari naskah wawancara, buku-buku, catatan lapangan, dokumen 
pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. 16  Penelitian 
deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata 
cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, 
termasuk tentang kegiatan, sikap serta proses yang sedang berlangsung 
dan pengaruh dari suatu fenomena-fenomena yang ada sebenarnya.17 
                                                          
15
Juliansyah Nor, Metodologi Penelitian (Jakarta: Kencana, 2011), 34. 
16 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2008) 
17 Muhammad Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003) 



































3.   Objek Penelitian 
Yang menjadi objek penelitian penulis untuk di kaji adalah sistem 
penentuan nisbah dalam kerjasama ternak kambing di Desa Sedagaran 
Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. 
4.   Data yang Dikumpulkan 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah di sebutkan, maka data 
yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan tersebut dalam 
penelitian ini terdiri dari: 
a.   Data tentang mekanisme akad kerjasama usaha ternak kambing. 
b.   Data tentang mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian dalam 
akad kerjasama ternak kambing. 
c.   sistem pembagian nisbah dalam kerjasama bagi hasil ternak kambing. 
d.   Keadaan geografis 
      Keadaan perekonomian masyarakat di sekitar tempat usaha 
kerjasama ternak kambing di Desa Sedagaran Kecamatan Sidayu 
Kabupaten Gresik. 
5.   Sumber Data 
Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan 
sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang di peroleh 



































langsung dari subjek penelitian. Sedangkan sumber data sekunder adalah 
data atau informasi yang di peroleh secara tidak langsung dari objek 
penelitian yang bersifat publik.18 
Data-data penelitian ini dapat di peroleh dari sumber data sebagai 
berikut: 
a.   Sumber Primer 
Sumber data yang langsung di peroleh dari pihak-pihak yang 
terlibat kerjasama dalam usaha ternak kambing. Pelaku kerjasama 
ternak kambing di antaranya adalah penanam modal satu yaitu 
Bapak Khanif, penanam modal dua yaitu Ibu Niswatun, dan 
pengelola ternak kambing yaitu Bapak Matrukan. 
b.   Sumber Sekunder 
Data yang bersumber dari buku, catatan atau dokumen yang 
berhubungan dengan penelitian.  
6.   Teknik Pengumpulan Data 
a.  Observasi 
Observasi adalah studi yang disngaja dan sistematis tentang 
fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan pengamatan dan 
                                                          
18
Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 
79. 



































pencatatan.19 Meneliti secara langsung terjun ke lapangan melakukan 
pengamatan di Desa Sedagaran Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. 
b.   Wawancara 
Metode wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian 
yang berlangsung secara lisan di mana peneliti bertatap muka 
langsung dengan narasumber. Teknik pengumpulan data ini dilakukan 
dengan cara mengadakan taya jawab langsung dengan pihak yang 
berkaitan dengan masalah yang di teliti. Teknik ini bertujuan untuk 
menggali data-data yang akurat dari pelaku usaha atau pihak-pihak 
yang melakukan akad kerjasama dalam usaha ternak kambing di Desa 
Sedagaran Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. 20  Dalam hal ini 
penulis akan melakukan wawancara kepada pihak yang berangkutan 
yaitu pemilik modal 1 yaitu Bapak Khanif, pemilik modal 2 yaitu Ibu 
Niswatun, dan pengelola yaitu Bapak Matrukan. 
7.   Teknik Pengolahan Data 
Untuk mengelola data-data dalam penelitian ini, penulis melakukan 
hal-hal sebagai berikut: 
                                                          
19
Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum  (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 212. 
20
Ibid. 



































a.  Organizing, yaitu menyusun data-data hsail editing sedemikian rupa 
sehingga menghasilkan data yang baik dan mudah dipahami.21 
b.  Editing, ialah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digunakan 
untuk pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh. 
c.   Analising, adalah menganalisis data-data yang telah di peroleh dari 
penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta 
yang di temukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari 
rumusan masalah.22 
8.   Teknik Analisis Data 
Berdasarkan data yang telah terkumpul baik data primer maupun 
data sekunder melalui teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi. 
Selanjutnya penulis menganalisis dengan menggunakan teknik deskriptif 
dengan pola pikir deduktif, yaitu memaparkan terlebih dahulu landasan 
teori tentang akad musha>rakah untuk menganalisis fakta empiris tentang 
jalannya kerjasama usaha ternak kambing di Desa Sedagaran Kecamatan 
Sidayu Kabupaten Gresik. 
Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan yang 
ada untuk kemudian mendapatkan kesimpulan dan kejelasan hukum 
                                                          
21
Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian 
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 210. 
22 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum...,213. 



































Islam terhadap praktik kerjasama usaha ternak kambing di Desa 
Sedagaran Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. 
 
I.    Sistematika Pembahasan 
Penulisan skripsi ini di susun secara sistematis agar mempermudah 
dalam pemahaman, serta mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, 
skripsi tersusun dalam lima bab yakni: 
Bab pertama adalah pendahuluan, berisi latar belakang masalah, 
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, 
dan sistematika pembahasan. 
Bab kedua yaitu musha>rakah dalam hukum Islam, berisi tentang 
landasan teori, memuat teori-teori yang berhubungan dengan musha>rakah . 
meliputi pengertian musha>rakah, dasar hukum, syarat dan rukun, macam-
macam musha>rakah, berakhirnya akad musha>rakah, serta implikasi 
kerjasama bagi hasil dengan akad musha>rakah. 
Bab ketiga yaitu praktik kerjasama usaha ternak kambing di Desa 
Sedagaran Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Berisi data tentang 
kerjasama usaha ternak kambing di Desa Sedagaran Kecamatan Sidayu 
Kabupaten Gresik yaitu antara dua orang pihak pemodal dengan pengelola 
ternak kambing, mencakup profil Desa Sedagaran serta keadaan agama, 



































pendidikan, sosial, dan ekonomi masyarakat, serta pelaksanaan kerjasama 
pembagian hasil dari ternak kambing. 
Bab keempat yaitu analisis hukum Islam terhadap kerjasama ternak 
kambing di Desa Sedagaran Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Memuat 
analisis dari hasil penelitian yakni dengan analisis hukum Islam terhadap 
kerjasama ternak kambing di Desa Sedagaran Kecamatan Sidayu Kabupaten 
gresik. 
Bab kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian 
dan saran. Kesimpulan yang di maksud adalah jawaban dari rumusan 
















































MUSHA<RAKAH>> DALAM HUKUM ISLAM 
 
A.  Pengertian Mush>arakah 
Kata shirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata sharika, yashraku, 
sharikan artinya menjadi sekutu atau serikat. Menurut arti asli bahasa Arab 
(makna etimologis), shirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih 
sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan 
bagian lainnya.1 
Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan shirkah secara bahasa sebagai 
berikut: 
ﻋ نﺎﺘﻤﯾﻻ ﺚﯿﺤﺑﺮّﺧﻻﺎﺑ ﻦﯿﻟﺎﻤﻟا ﺪﺣا ﻂﻠﺧ يا طﻼﺘﺧﻻا ﻲھﺎﻤﮭﻀﻌﺑ ﻦ2  
Artinya: Shirkah adalah percampuran yaitu bercampurnya suatu modal 
dengan lainnya, sampai tidak dapat dibedakan antara 
keduamya. 
Musha>rakah/shirkah menurut istilah ulama fiqh dapat diartikan sebagai 
berikut: 
a.  Menurut ulama Hanafiyah: 
                                                          
1
Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah), (Surabaya: UIN Sunan Ampel 
Press, 2014), 210. 
2
Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqih al-Isla>mi wa Adillatuh, (Beirut: Da>rul Fikr al-Mu’a>shirah, 2004), 
V/3875. 



































Musha>rakah adalah perjanjian antara dua orang yang melakukan 
kerjasama pada harta pokok dan keuntungan.3 
b.  Menurut ulama Malikiyah: 
Musha>rakah adalah perjanjian yang dilaksanakan antara dua orang 
atau lebih dengan dasar saling tolong-menolong dalam sebuah usaha 
dan keuntungannya akan dibagi bersama. 
c.  Menurut ulama Shafi’iyah: 
Musha>rakah adalah kesepakatan hak/saham yang dimiliki oleh dua 
orang atau lebih dengan cara yang sudah berlaku. 
d.  Menurut Ulama Hanabilah: 
Musha>rakah adalah perkumpulan/perkongsian hak (saham) atau 
membelanjakan harta bersama.4 
e.  Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: 
Shirkah (musha>rakah) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih 
dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha 
tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.5 
 
 
                                                          
3
Sayyid Sabik, Fiqh al-Sunnah, vol.3 (Beirut: Da>r al-Fikr al-Mu’a>shirah)), 931. 
4
Abu Azam Al Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 26-27. 
5
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat (3). 



































f.  Menurut Dewan Syariah Nasional: 
Musha>rakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara 
dua pihak atau lebih suatu usaha tertentu, dimana masing-masing 
pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa 
keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan 
kesepakatan. 
g.  Menurut Bank Indonesia: 
Musha>rakah adalah akad kerjasama usaha patungan antara dua 
pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha 
halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai 
dengan nisbah yang telah di sepakati.6 
Dari beberapa pengertian musha>rakah di atas yang sesuai dengan 
keadaan sekarang yang sudah berlaku di masyarakat adalah: perjanjian 
kerjasama antara dua orang atau lebih untuk sebuah usaha tertentu, masing-
masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa 
keuntungan yang dihasilkan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai 
dengan kesepakatan bersama.7 
Istilah musha>rakah tidak ada dalam fikih Islam, tetapi baru 
diperkenalkan belum lama ini oleh mereka yang menulis tentang skim-skim 
                                                          
6
Fatmah,Kontrak Bisnis Syariah, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 190. 
7
Abu Azam Al Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer..., 27. 



































pembiayaan Syariah yang biasanya terbatas pada jenis shirkah tertentu, yaitu 
shirkah al-amwa>l yang di bolehkan oleh semua ulama.8 
Musha>rakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih 
pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai 
investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal 
berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan 
keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai 
kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan 
keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.9 
 
B.  Dasar Hukum Musha>rakah 
Musha>rakah merupakan praktek muamalah yang di perbolehkan oleh 
agama, hal ini di dasarkan pada al-Quran, sunnah, dan ijma’ ulama’ sebagai 
berikut: 
1.  Al quran 
Disebutkan dalam Surah an-Nisaa’ ayat 12: 
...                
 
                                                          
8
Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 51. 
9
 Ibid. 



































Artinya: ...tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka 
mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu....10 
 
Di sebutkan dalam Surah Shad ayat 24: 
 
                       
                   
                      
Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu 
dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada 
kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang 
yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada 
sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". 
dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia 
meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan 
bertaubat.11 
 
Dalam Surah an-Nisa’ ayat 12, pengertian syuraka>’ adalah 
bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan 
dalam Surah Shad ayat 24, lafal al-khulatha>’ diartikan syuraka>’, yakni 
orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk di kelola bersama.12 
2. Hadi>th 
Berikut ini merupakan hadi>th yang terkait dengan akad musha>rakah: 
1. Hadi>th riwayat al-Darimi: 
                                                          
10
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Bandung: Diponegoro, 2015), 79. 
11
Ibid., 454. 
12 Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah (Jakarta: Amzah, 2013), 342. 



































 ُﻣ ِﻦْﺑ ِﺐْﻫَو ْﻦَﻋ ِﻞْﻀَﻔْﻟا ِﻦْﺑ ِكَﺎِﲰ ْﻦَﻋ ٍﺮَﻤْﻌَﻣ ْﻦَﻋ ِكَرﺎَﺒُﻤْﻟا ُﻦْﺑا ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ ٍﺪَْﻴُﲪ ُﻦْﺑ ُﺪَْﲪَأ َﺎﻧَﺮَـﺒْﺧَأ ٍﻪﱢﺒَﻨ
 ِﻢَﻜَْﳊا ْﻦَﻋ  َكﱠﺮَﺸَﻓ َﻞِﺒْﻘُﻤْﻟا َمﺎَﻌْﻟا ُﻩﺎَﻨ ْـﻴَـَﺗأ ﱠُﰒ ْكﱢﺮَﺸُﻳ ْﻢَﻠَـﻓ ِﺔَﻛﱠﺮَﺸُﻤْﻟا ِﰲ َﺮَﻤُﻋ ﺎَﻨ ْـﻴَـَﺗأ َلَﺎﻗ ٍدﻮُﻌْﺴَﻣ ِﻦْﺑ
ﺎَﻨ ْـﻴَﻀَﻗ ﺎَﻣ ﻰَﻠَﻋ ِﻩِﺬَﻫَو ﺎَﻨ ْـﻴَﻀَﻗ ﺎَﻣ ﻰَﻠَﻋ َﻚِْﻠﺗ َلﺎَﻘَـﻓ ُﻪَﻟ ﺎَﻨْﻠُﻘَـﻓ 
Artinya: Telah mengabarkan kepada kami, Ahmad bin humaid telah 
menceritakan kepada kami Ibnu Al Mubarak dari Ma’mar 
dari Simak bin Al fadhl dari Wahab bin Munabbih dari Al 
Hakam bin mas’ud ia berkata: “Kami menemui Umar (untuk 
menanyakan tentang) musyarakah (dalam warits), diawal 
mulanya ia tidak berpendapat adanya musyarakah, kemudian 
kami menemuinya di tahun berikutnya dan beliau 
berpendapat adanya musyarakah, kami bertanya kepadanya 
(bagaimana dengan putusanmu tahun lalu), lalu ia 
menjawab: ‘itu sesuai dengan apa yang kami putuskan, dan 
ini sesuai dengan apa yang kami putuskan pula’”. (HR. al-
Darimi no. 643)13 
2. Hadi>th riwayat al-Nasai: 
 َلَﺎﻗ ِدَﻮْﺳَْﻷا ِﻦْﺑ ِﻦَْﲪﱠﺮﻟا ِﺪْﺒَﻋ ْﻦَﻋ َﻖَﺤْﺳِإ ِﰊَأ ْﻦَﻋ ٌﻚِﻳﺮَﺷ َﺎَﻧﺄَﺒْـَﻧأ َلَﺎﻗ ٍﺮْﺠُﺣ ُﻦْﺑ ﱡﻲِﻠَﻋ َﺎﻧَﺮَـﺒْﺧَأ 
 ِﺚُﻠـﱡﺜﻟِﺎﺑ ِنﺎَﻋَرْﺰَـﻳ َيﺎﱠﻤَﻋ َنﺎَﻛ ِنَاﺮﱢـﻴَﻐُـﻳ َﻼَﻓ ِنﺎَﻤَﻠْﻌَـﻳ ُدَﻮْﺳَْﻷاَو ُﺔَﻤَﻘْﻠَﻋَو ﺎَﻤُﻬَﻜِﻳﺮَﺷ ِﰊَأَو ُِﻊﺑﱡﺮﻟاَو  
Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Ali bin Hujr telah 
memberitakan kepada kami Syarik dari Abu Ishaq dari 
Abdur Rahman bin Al Aswad, dia berkata; "Dua orang 
pamanku bercocok tanam dengan mendapatkan sepertiga 
dan seperempat dan ayahku bekerjasama dengan keduanya, 
Alqomah dan Al Aswad mengetahui hal itu namun mereka 
tidak mengingkarinya." (HR. al-Nasai no. 3871)14 
3. Hadi>th riwayat Abu Daud 
                                                          
13
Aby ‘Abdillah Muhammad bin Yazid, Sunan Ad-Darimi, Hadi>th no. 643 , Kitab : 
Mukaddimah, Bab : berfatwa, lantas memiliki pandangan baru, (Ttp : Lidwa Pusaka i-Software - 
Kitab 9 Imam Hadist){. 
14
Aby ‘Abdillah Muhammad bin Yazid, Sunan Nasai, Hadi>th no. 3871 , Kitab : 
Iman dan nadzar, Bab : Perbedaan lafadh yang ma"tsur tentang Muzaro'ah, (Ttp : Lidwa 
Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist){. 
 



































 ُﻦْﺑ ُﺪﱠﻤَُﳏ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ  ِﻪِﻴَﺑأ ْﻦَﻋ ﱢﻲِﻤْﻴﱠـﺘﻟا َنﺎﱠﻴَﺣ ِﰊَأ ْﻦَﻋ ِنَﺎِﻗﺮْﺑﱢﺰﻟا ُﻦْﺑ ُﺪ ﱠﻤَُﳏ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ ﱡﻲِﺼﻴﱢﺼِﻤْﻟا َنﺎَﻤْﻴَﻠُﺳ
 َﺎُﳘُﺪَﺣَأ ْﻦَُﳜ َْﱂ ﺎَﻣ ِْﲔَﻜِﻳﺮﱠﺸﻟا ُﺚِﻟَﺎﺛ َﺎَﻧأ ُلﻮُﻘَـﻳ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنِإ لَﺎﻗ ُﻪَﻌَـﻓَر ََةﺮْـﻳَﺮُﻫ ِﰊَأ ْﻦَﻋ
 َُﻪﻧﺎَﺧ اَذَِﺈﻓ ﻪَﺒِﺣﺎَﺻ ُﺎَﻤِﻬِﻨْﻴَـﺑ ْﻦِﻣ ُﺖْﺟَﺮَﺧ  
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman 
Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad 
bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya 
dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; 
sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga 
dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah 
seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. 
Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari 
keduanya." (HR. Abu Daud no. 2936)15 
 
C.  Rukun dan Syarat Musha>rakah 
Ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun dan syarat 
shirkah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun shirkah adalah ijab kabul, 
yakni pernyataan kehendak melakukan shirkah yang datang dari pihak 
yang berakad. Pernyataan kehendak ini di tuangkan dalam kontrak kerja 
sama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sementara itu 
menurut jumhur ulama rukun akad ada empat, yakni dua orang berakad 
(aqidain), ma’qu>d alaih, yang terdiri dari modal dan keuntungan, ijab dan 
kabul, dengan syarat-syarat: 
a.  A<qidain (para pihak yang berserikat), disyaratkan mempunyai ahliyah 
al-ada’ (kepantasan melakukan transaksi), yakni baligh dan berakal, 
                                                          
15
Aby ‘Abdillah Muhammad bin Yazid, Suna Abu Daud, Hadi>th no. 2936 , Kitab : 
Jual beli, Bab : Jual beli persekutuan, (Ttp : Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist){. 



































cerdas dan tidak di hajr (dicekal melakukan tasharuf terhadap harta 
bendanya).16 
b. Ma’qud alaih (objek shirkah), yakni modal dan keuntungan, 
disyaratkan: 
1)  Modal harus jelas adanya dan diketahui jumlahnya, 
2)  Para ulama sepakat modal dalam shirkah harus dalam bentuk uang, 
karena modal yang disertakan dalam shirkah harus dalam bentuk 
modal liquid. Ini berarti modal yang digabungkan dalam akad 
shirkah tidak bisa dalam bentuk komoditas. Namun ulama berbeda 
pendapat kalau uangnya berbeda bentuknya misalnya satu pihak 
dalam bentuk dinar, yang lain dalam bentuk dirham. Ibn al-Qasim, 
seperti yang di kutip Ibn Rusyd membolehkan hal tersebut, ini 
merupakan pendapat dari Imam Malik. Menurutnya nilai kedua 
modal itu harus diperhitungkan. 
3)  Modal diserahkan secara tunai, bukan dalam bentuk utang. 
4)  Kedua modal yang dimiliki disatukan satu sama lain. 
5)  Masing-masing pihak harus mendapat izin dari pihak lain dalam 
mengelola modal kerjasama. 
6)  Keuntungan dibagi antara anggota syarikat menurut kesepakatan. 
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Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), 195. 



































7) Pembagian keuntungan dinyatakan secara jelas ketika akad, 
misalnya seperdua, sepertiga, dan sebagainya. 
8)  Proporsi keuntungan ditetapkan berdasarkan penyertaan modal 
anggota shirkah. Di samping itu juga dapat ditetapkan berbeda dari 
penyertaan modal masing-masing.17  Dalam menentukan proporsi 
keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam 
sebagai berikut: 
a)  Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa proporsi 
keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang 
ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi 
modal yang disertakan. 
b)  Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat 
pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan. 
c)  Imam Abu Hanifah, yang dapat dikatakan sebagai pendapat 
tengah-tengah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat 
berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun 
demikian, mitra yang memutuskan menjadi sleeping partneri, 
proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi 
modalnya.18 
c.  Ijab dan kabul, disyaratkan: 
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Mustafa Dieb al-Bigha, Fikih Sunnah Imam Syafi’i, ( Jakarta: Fathan Media Prima), 268. 
18
Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, ( Jakarta: Kencana, 2013), 222. 



































1)  Jelas menunjukkan makna shirkah atau yang semakna dengan itu. 
2) Dinyatakan dalam bentuk keizinan anggota berserikat untuk 
mentasharufkan harta yang syarikatkan. 
Pada zaman sekarang ijab dan kabul ini dinyatakan secara tertulis 
dalam kontrak kerja sama maupun dalam bentuk MoU (Memorandum 
of Understanding).19 
Pada prinsipnya, dalam akad musha>rakah setiap mitra mempunyai 
hak yang sama dalam manajemen bekerja dalam mengelola perusahaan. 
Jika semua mitra sepakat untuk terlibat aktif dalam manajemen 
perusahaan maka masing-masing mendapat perlakuan yang sama dalam 
semua urusan perusahaan dan pembagian keuntungan. Namun demikian, 
masing-masing anggota dapat menunjukkan salah seorang dari mereka 
menjadi manajer perusahaan. Terhadap mitra kerja yang tidak terlibat 
dalam manajemen perusahaan, ia memperoleh pembagian keuntungan 
sebatas penyertaan modalnya. Ketika perusahaan mengalami kerugian, 
masing-masing anggota shirkah menanggung kerugian sesuai dengan 
porsi penyertaan modalnya.20 
Para pihak (asy-shuraka>) yang bekerja sama harus kompeten dalam 
memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan, modal yang diberikan 
harus uang tunai atau aset yang bernilai sama atau dianggap tunai dan 
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Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah..., 194. 
20
Ibid. 



































sidepakati para mitra, dan partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah 
suatu hal mendasar, sekalipun salah satu pihak boleh menangani 
pekerjaan lebih banyak dari yang lain dan berhak menuntut pembagian 
keuntungan lebih bagi dirinya.21 
 
D.  Macam-Macam Musha>rakah 
Secara garis besar shirkah ada dua macam, yaitu shirkah amla>k dan 
shirkah ‘uqu>d. Shirkah amla>k adalah perkongsian dalam hal untuk 
memiliki harta. Sementara shirkah ‘uqu>d adalah perkongsian dalam 
transaksi. 
Shirkah amla>k ada dua macam, yaitu shirkah amla>k 
ikhtiyari>(perkongsian sukarela) dan shirkah amla>k jibari> (perkongsian 
paksa). Perkongsian sukarela adalah kesepakatan dua orang atau lebih 
untuk memiliki suatu barang tanpa adanya keterpaksaan dari masing-
masing pihak. Contohnya dua orang yang bersepakat untuk membeli 
suatu barang, misalnya satu buah mobil truk untuk angkutan barang. 
Sementara perkongsian yang bersifat memaksa adalah perkongsian di 
mana para pihak yang terlibat dalam kepemilikan barang atau suatu aset 
tidak bisa menghindar dari bagian dan porsinya dalam kepemilikan 
tersebut, karena memang sudah menjadi ketentuan hukum. Misalnya 
dalam hal bagian harta waris bagi saudara orang yang mewariskan, 
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Fatmah, Kontrak Bisnis Syariah..., 191. 



































apabila jumlah saudara lebih dari satu orang, maka mereka secara ijbari 
berkongsi mendapatkan seperenam. Artinya seperenam harta warisan 
dibagi sejumlah saudara yang ada.22 
Shirkah ‘uqu>d adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak 
atau lebih untuk menjalankan suatu usaha, baik barang maupun jasa dan 
pembagian keuntungannya. Menurut kalangan Hanabilah, shirkah ‘uqu>d 
terbagi menjadi lima, yaitu shirkah ‘ina>n, shirkah mufa>wadah, shirkah 
abda>n, shirkah wuju>h, dan shirkah muda>rabah. Sementara menurut 
kalangan Hana>fiyah, shirkah ‘uqu>d terbagi menjadi enam, yaitu shirkah 
amwa>l, shirkah a’ma>l, dan shirkah wuju>h. Masing-masing dari tiga jenis 
shirkah ini terbagi dalam shirkah mufawadah dan ‘ina>n. 
Secara umum menurut ulama fiqih, termasuk kalangan M<alikiyah 
dan Sya>fi’iyah menyatakan bahwa shirkah ‘uqu>d terbagi menjadi empat, 
yaitu shirkah ‘ina>n, shirkah mufa>wadah, shirkah abda>n dan shirkah wuju>h. 
Dalam KHES, shirkah dibagi menjadi shirkah amwa>l, shirkah abda>n dan 
shirkah wuju>h. Shirkah amwa>l dan shirkah abda>n dapat berupa shirkah 
‘ina>n, shirkah mufa>wadah dan shirkah muda>rabah.23 
a.  Musha>rakah/shirkah al-‘ina>n 
Adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak 
memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam 
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Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 130 
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Ibid., 131. 



































kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana 
yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, 
baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan 
identik sesuai dengan kesepakatan mereka.24 
Contoh shirkan ‘ina>n: Fandi dan Rip berprofesi sebagai Akuntan 
Publik. Fandi dan Rip sepakat membuka praktek pelayanan jasa Akuntan 
Publik. Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar Rp. 
350.000,00 dan keduanya sama-sama bekerja dalam shirkah tersebut. 
b.  Musha>rakah/shirkah al-mufa>wad}ah 
Yaitu kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak 
memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam 
kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. 
Dengan demikian, syarat utama dari jenis musha>rakah ini adalah 
kesamaan dana yang diberikan, kerja tanggungjawab, dan beban utang 
dibagi oleh masing-masing pihak. 
c.  Musha>rakah/shirkah al-abda>n 
Adalah kontrak kerjasama antara dua orang seprofesi untuk 
menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari 
pekerjaan yang menjadi kesepakatan bersama. Misalnya kerjasama 
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Abu Azam Al Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer..., 32. 



































penjahit untuk menerima order pembuatan seragam pada sebuah 
sekolahan. 
Contohnya: A dan B keduanya adalah nelayan, bersepakat melaut 
bersama untuk mencari ikan. Mereka sepakat pula, jika memperoleh ikan 
dan dijual, hasilnya akan dibagi dengan ketentuan: A mendapat sebesar 
60% dan B sebesar 40%. 
Dalam shirkah ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, 
tetapi boleh berbeda profesi. Jadi, boleh saja shirkah abda>n terdiri dari 
beberapa tukang kayu dan tukang batu. Namun disyaratkan bahwa 
pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan halal. Tidak boleh berupa 
pekerjaan haram, misalnya, beberapa pemburu sepakat berburu babi hutan 
(celeng). Keuntungan yang diperoleh di bagi berdasarkan kesepakatan, 
nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama di antara mitra-mitra 
usaha.25 
d.  Musha>rakah/shirkah al-wuju>h 
Yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi 
dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara 
kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tesebut secara tunai. 
Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan 
kepada penyuplai yang disediakan oleh setiap mitra kerja. Jenis 
musha>rakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit 
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Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam..., 214. 



































berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini biasanya disebut 
juga sebagai musha>rakah piutang.26 
Misal: A dan B adalah tokoh yang diercaya pedagang. Lalu A dan B 
bershirkan wuju>h, dengan cara membeli barang dari seorang pedagang 
(misalnya C) secara kredit. A dan B bersepakat, masing-masing memiliki 
50% dari barang yang di beli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan 
keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan 
kepada C (pedagang). 
Dalam shirkah wuju>h ini, keuntungan dibagi berdasarkan 
kesepakatan, bukan berdasarkan prosentase barang dagangan yang 
dimiliki. Sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha 
berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki, bukan 
berdasarkan kesepakatan.27 
Para ulama Hanafiyah mensyaratkan syarat-syarat tertentu untuk 
shirkah ‘uqu>d. Sebagaimana syarat tersebut berlaku untuk semua jenis 
shirkah ‘uqu>d, sementara sebagian lagi khusus untuk jenis-jenis tertentu. 
Agar shirkah ‘uqu>d sah, harus terpenuhi syarat-syarat berikut ini: 
1.  Bisa diwakilkan. Pekerjaan yang menjadi objek akad shirkah harus bisa 
diwakilkan. Karena diantara ketentuan shirkah adalah adanya persekutuan 
dalam keuntungan yang dihasilkan dari perdagangan. Dan keuntungan 
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Abu Azam Al Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer..., 33. 
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Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam..., 216. 
 



































perdagangan tidak akan menjadi hak milik bersama, kecuali jika masing-
masing pihak bersedia menjadi wakil bagi mitranya dalam mengelola 
sebagian harta shirkah, dan bekerja untuk dirinya sendiri atas sebagian 
harta shirkah yang lain. Atas dasar hal itu, masing-masing pihak yang 
tergabung dalam shirkah harus memberi izin kepada mitranya untuk 
mempergunakan harta shirkah, baik untuk membeli barang, menjual atau 
menerima pekerjaan. Karena wakil adalah orang yang bertindak atas izin 
dari pihak lain. Dan mengingat shirkah dengan berbagai jenisnya 
mengandung makna tawkil (pemberi kuasa), atau perwakilan dari masing-
masing mitra terhadap rekannya, maka disyaratkan agar akad yang ada 
dalam shirkah tersebut bisa diwakilkan, dan masing-masing mitra 
bersedia menjadi wakil atau mewakilkan.28 
2.  Jumlah keuntungan yang dihasilkan hendaknya jelas. Dengan kata lain, 
bagian keuntungan tiap-tiap mitra harus jelas, seperti seperlima, sepertiga, 
atau sepuluh persen. Jika keuntungannya tidak jelas, maka akad shirkah 
menjadi tidak sah, karena keuntungan itulah yang menjadi objek transaksi, 
dan tidak jelasnya objek transaksi akan merusak transaksi. 
3.  Bagian keuntungan yang diberikan hendaknya tidak dapat terbedakan 
(syuyuu’) dan tidak tertentu. Jika keduanya menentukan keuntungan 
tertentu untuk salah satu sekutu, seperti sepuluh atau seratus, maka 
shirkah tersebut batal atau tidak sah. Pasalnya, transaksi shirkah 
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Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam 5, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 450. 



































mengharuskan persekutuan dalam keuntungan, karena bisa saja 
keuntungan itu tidak tercapai kecuali sesuai dengan keuntungan salah 
satu mitra. Oleh karena itu, penentuan bagian keuntungan dalam jumlah 
tertentu adalah bertentangan dengan konsekuensi akad shirkah.29 
 
E.  Berakhirnya Musha<rakah 
Berakhirnya musha>rakah itu disebabkan beberapa hal, di antaranya: 
1.  Salah satu pihak membatalkannya, walaupun tanpa ada kesepakatan di 
antara keduanya, sebab musha>rakah adalah perjanjian didasarkan atas 
kerelaan kedua belah pihak yang tidak ada kepastian untuk dilaksanakan 
apabila di antara keduanya tidak menginginkan lagi. 
2.  Salah satu di antara kedua yang melakukan perjanjian telah kehilangan 
kecakapan bertindak dalam mengelola saham, baik disebabkan karena 
hilang ingatan (gila) atau karena alasan lainnya yang menyebabkan 
merugikan salah satu pihak. 
3.  Salah satu dari serikat kerja meninggal dunia. Akan tetapi apabila pihak 
ahli waris yang meninggal dunia bersedia melanjutkan sesuai dengan 
kesepakatan dengan yang masih hidup, maka akan dilakukan dengan 
perjanjian baru yang tidak merugikan salah satu pihak. 
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4.  Salah satu pihak dinyatakan pailit (bangkrut), sehingga salah satu pihak 
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PRAKTIK KERJASAMA USAHA TERNAK KAMBING DI DESA 
SEDAGARAN KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK 
 
A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Dalam kehidupan bermasyarakat, keadaan suatu wilayah sangat 
berpengaruh dan menentukan watak dan sifat serta pola berpikir dari 
masyarakat yang menempatinya, sehingga karakter masyarakat akan 
berbeda-beda antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Seperti yang 
terjadi pada masyarakat Desa Sedagaran Kecamatan Sidayu Kabupaten 
Gresik, yang mana diantaranya adalah faktor geografis, sosial, keagamaan, 
pendidikan, dan faktor ekonomi. 
1.  Letak Geografis 
Desa Sedagaran merupakan salah satu desa yang terletak di 
Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dengan jarak 3 km dari kecamatan, 
38 km dari kabupaten. Bapak Efen Budiawan selaku Sekretaris Desa 
menjelaskan bahwa batas-batas Desa Sedagaran sebagai berikut:1 
a.  Sebelah Utara : Desa Srowo Kecamatan Sidayu 
b. Sebelah Selatan : Desa Pengulu Kecamatan Sidayu 
c.  Sebelah Barat : Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu 
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d.  Sebelah Timur : Desa Mriyunan Kecamatan Sidayu 
Desa Sedagaran Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik terdiri dari 3 
RT dan 1 (satu) RW yang masing-masing di pimpin oleh ketua RT. 
2.  Luas Wilayah 
Luas wilayah Desa Sedagaran Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik 
adalah 43,5 ha yang terdiri dari: 
a.  Tanah Tambak  :  33 ha 
b.   Tanah Usaha Ternak : 1,5 ha 
c.  Tanah Kampung  : 9 ha.2 
3.  Keadaan Penduduk 
a.  Jumlah Kepala Keluarga : 389 KK 
b.  Jumlah Penduduk  : 1205 jiwa 
c.  Laki-laki   : 593 jiwa 
d.  Perempuan   : 612 jiwa 
Jenjang pendidikan penduduk Desa Sedagaran yaitu sebagai berikut: 
a.  Belum Sekolah      : 45 
b. Tidak Pernah Sekolah  : 104 
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c.  Tidak Tamat SD       : 98 
d.  Tamat SD       : 128 
e.  SMP       : 281 
f.  SMA       : 396 
g.  D3        : 23 
h. S1        : 124 
i.  S2        : 63 
4.  Kondisi Sosial Keagamaan 
Mengenai kehidupan sosial keagamaan penduduk Desa Sedagaran 
sesuai dengan data dari kepala desa seluruhnya beragama Islam. Hal ini 
dapat dilihat dari berbagai kegiatan keagamaan yang ada dan adat istiadat 
yang dilaksanakan. Selain itu juga adanya sarana dan prasarana 
peribadatan di Desa Sedagaran cukup memadai dengan adanya fasilitas 
tempat ibadah yang ada yaitu 3 mushola serta tempat pendidikan 
keagamaan seperti pondok pesantren dan Taman Pendidikan Al-Quran 
(TPQ).  
Mushola yang pertama terletak di wilayah bagian RT 1 yakni pada 
gang sebelah barat, mushola kedua terletak di wilayah RT 2 dan mushola 
ke tiga terletak di wilayah RT 3 yang mana berdekatan dengan kantor 
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kepala desa. Selain fasilitas tempat beribadah terdapat pula tempat 
pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren Al-Bayyinah yang 
terletak di wilayah RT 1, serta Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) yang 
mana di Desa Sedagaran terdapat 2 TPQ yang letaknya berada di mushola 
RT 3 dan di sebelah mushola RT 2. 
Kegiatan keagamaan masyarakat di Desa Sedagaran cukup 
berkembang. Hal ini terbukti dari kegiatan-kegiatan yang cukup aktif. 
Masyarakat di Desa Sedagaran mengadakan rutinitas kegiatan-kegiatan 
keagamaan yang biasanya dilaksanakan setiap satu minggu atau satu 
bulan sekali diantaranya:4 
a.  Dibaiyah untuk perempuan : 1 Minggu 
b.  Khotmil Quran untuk perempuan : 1 Minggu 
c.  Tahlil untuk laki-laki  : 2 Minggu 
d.  Tahlil untuk perempuan  : 1 Bulan 
e.  Pengajian rutin   : 1 Bulan 
f.  Ceramah Agama   : 1 Bulan 
g.  Pengajian rutin bulan purnama : 1 Tahun  
Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial 
keagamaan masyarakat Desa Sedagaran sudah cukup maju dan 
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berkembang dilihat dari banyaknya kegiatan keagamaan yang ada dan 
rutin terlaksana sesuai jadwal.5 
5.  Kondisi Sosial Pendidikan 
Strata sosial kemasyarakatan dapat di ukur salah satunya dengan 
tingkat pendidikan yang di tempuh. Hal ini akan berpengaruh pada sudut 
pandang pemikiran serta peran masyarakat dalam pengembangan serta 
kemajuan daerah. Dalam hal pendidikan, kesadaran masyarakat Desa 
Sedagaran termasuk dalam kategori antusias serta bersemangat dalam 
belajar di lembaga-lembaga pendidikan. 
Mengenai fasilitas pendidikan formal di Desa Sedagaran tidak 
begitu lengkap. Di mulai dari bagian masyarakat yang paling muda, yakni 
untuk sekolah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), dan TK (Taman 
Kanak-Kanak) harus bersekolah di luar Desa Sedagaran dikarenakan tidak 
ada sekolah PAUD dan TK. Akan tetapi terdapat SD (Sekolah Dasar) dan 
juga Pondok Pesantren Ma’had al-Bayyinah yang menyelenggarakan 
pendidikan Madrasah Diniyyah. Sayangnya mereka yang melanjutkan ke 
jenjang sekolah SMP dan SMA harus bersekolah keluar Desa Sedagaran 
atau bahkan bersekolah di daerah Kabupaten Gresik Kota, bahkan tidak 
sedikit juga masyarakat memilih menyekolahkan anaknya keluar 
kecamatan dengan alasan sekolah yang lebih maju. Adapun rincian sarana 
pendidikan yang dapat dilihat dari uraian sebagai berikut: 
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a.  SD             : 1 Sekolah 
b.  Pondok Pesantren/ Madrasah Diniyyah : 1 Sekolah 
6.   Kondisi Sosial Ekonomi 
Mengenai kehidupan sosial ekonomi penduduk Desa Sedagaran 
sesuai dengan data dari kepala desa mayoritas bekerja sebagai petani 
tambak. Sekitar 50% dari penduduk Desa Sedagaran yang bekerja 
berprofesi sebagai petani tambak, baik itu mengelola tambaknya sendiri 
ataupun mengelola tambak milik orang lain. Selanjutnya sekitar 20% 
penduduk yang bekerja sebagai petani tambak ini memiliki pekerjaan 
sampingan yakni mengelola ternak kambing. Selanjutnya ada yang mata 
pencahariannya sebagai buruh pabrik sebanyak 20%. Profesi sebagai guru 
sebanyak 10% dari penduduk Desa Sedagaran yang bekerja. Dan ada juga 
yang membuka usaha rumahan sendiri yang menjadi produk unggulan di 
Desa Sedagaran, yakni produksi kerupuk ikan. Sekitar 10% dari penduduk 
Desa Sedagaran yang bekerja menjalankan usaha dagang kerupuk ikan 
maupun usaha dagang yang lainnya. Dan ada juga penduduk Desa 
Sedagaran yang berprofesi sebagai PNS, dokter, maupun perawat sekitar 
10% dari penduduk Desa Sedagaran yang bekerja.6 
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B. Sistematika Kerjasama Ternak Kambing di Desa Sedagaran Kecamatan 
Sidayu Kabupaten Gresik 
Kerja sama ternak kambing yang terdapat di Desa Sedagaran 
Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik ini merupakan akad kerjasama yang 
terjadi antara para pemilik modal. Di mana dalam kerjasama ini melibatkan 
antara 3 orang di mana 2 orang sebagai pemodal dan seorang lagi sebagai 
pengelola ternak kambing. Dan ketiga orang ini ikut berkontribusi dalam 
manajemen pengelolaannya. Lalu keuntungan dan kerugian dari hasil 
kerjasama ini di bagi bersama.7 
1.  Latar Belakang Terjadinya Kerjasama Ternak Kambing antara Pemilik 
Dana/Modal sebagai Mitra Usaha 
Dalam kehidupannya, masyarakat di Desa Sedagaran mayoritas 
bekerja sebagai petani tambak. Sebagai petani tambak mereka 
menggarap tambak dengan di isi ikan bandeng, bader, dan udang vanami 
atau bahkan udang windu. Hal tersebut merupakan aktifitas pertanian 
yang biasa di lakukan oleh masyarakat Desa Sedagaran khususnya kaum 
laki-laki. 
Dalam menjalankan tugasnya sebagai petani tambak mayoritas 
juga di dampingi dengan beternak kambing. Dalam praktiknya ada yang 
beternak kambing miliknya sendiri, dan ada pula yang melakukan 
kerjasama dengan pihak lain. 
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Kerjasama ternak kambing di Desa Sedagaran ini melibatkan tiga 
pihak, di mana satu orang sebagai pemodal kambing yaitu orang yang 
menjalankan kerjasama dengan bermodalkan kambing-kambing yang 
akan di kelola. Satu orang lagi sebagai penyedia lahan yaitu tempat yang 
akan di gunakan untuk mengelola ternak kambing tersebut. Dan satu 
orang lagi sebagai pengelola kambing yaitu yang bertugas untuk 
memberikan makan dan menjaga ternak kambing tersebut.8 
Dalam kerjasama ternak kambing ini semua pihak ikut serta dalam 
mengelola ternak meskipun dalam kapasitas yang berbeda-beda. Setelah 
kambing yang di rawat memasuki usia siap jual, maka kambing-kambing 
tersebut akan di jual dengan sistem menawarkan kepada siapapun yang 
mau membeli, di sini semua pihak yang berserikat turut andil dalam 
menawarkannya. Atau jika ada orang yang membutuhkan kambing bisa 
langsung datang ke tempatnya tersebut. Ketika melakukan perjanjian, 
ketiga orang yang melakukan kerjasama ini sepakat bahwa hasil yang di 
peroleh akan di bagi tetapi tidak ada kesepakatan mengenai prosentase 
pembagiannya, dan cenderung di atur oleh salah satu pihak saja yakni 
pemilik kambing. 
Menurut Bapak Khanif selaku pemilik modal yang menyediakan 
kambing-kambing yang akan di ternakkan ini menuturkan bahwa 
kerjasama ternak kambing ini sudah di lakukan sejak lama. Kerjasama 
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ternak kambing ini di lakukan karena pemilik modal memiliki kambing 
yang banyak namun tidak memiliki cukup tenaga untuk mengelolanya 
dan juga tidak memiliki tempat untuk merawat kambing-kambing ini. 
Sehingga mengadakan sebuah kerja sama dengan mencari seseorang 
yang bersedia menyediakan tempat untuk beternak, dan juga mencari 
pengelola yang bersedia mengurus kambing-kambing ini beserta dengan 
menyediakan pangannya. Dalam hal penjualan, Bapak Khanif 
menuturkan bahwa semua pihak turut andil dalam menawarkan 
sekaligus menjual kambing-kambing tersebut. Dan dalam hal memberi 
makan juga terkadang Bapak Khanif ikut serta dalam mencarikan 
rambak atau dedaunan. Dalam pembagian hasil selama penjualan 
kambing ini di bagi kepada tiga orang yang bersangkutan tersebut, 
namun jumlah yang di bagikan ataupun prosentasenya tidak di ketahui 
karena tidak dijelaskan di awal perjanjian.9 
Menurut Ibu Niswatun selaku orang yang menyediakan tempat 
untuk di gunakan dalam usaha ternak kambing ini menuturkan bahwa 
kerjasama ternak kambing ini dilakukan sudah cukup lama dan. 
Kerjasama ini dilakukan karena adanya tawaran kerjasama dari pemilik 
modal yang lain di karenakan Ibu Niswatun ini memiliki lahan yang pas 
untuk di jadikan tempat ternak kambing. Selanjutnya dalam hal menjual 
kambing semua pihak turut andil dalam menawarkan atau menjual 
kambing-kambing tersebut. Setelah kambing-kambing tersebut siap 
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untuk di jual maka keuntungan dari hasil jual tersebut di bagi kepada 
pihak-pihak yang bersangkutan, akan tetapi tidak di jelaskan di awal 
perjanjian mengenai pembagian prosentase atau hasil yang di dapatkan. 
Semuanya di atur hanya oleh satu orang saja yakni pemilik modal yang 
menyediakan kambing-kambing tersebut sehingga tidak ada kepastian.10 
Menurut Bapak Matrukan selaku pemilik modal ke tiga yakni 
sebagai pengelola kambing menjelaskan bahwa kerjasama ini 
berlangsung sudah cukup lama juga. Di mana melibatkan antara 3 orang 
pemilik modal yang menyediakan modal langsung sesuai dengan apa 
yang mereka miliki, karena masih memiliki cukup tenaga dan biaya 
untuk menyediakan pangan maka Bapak Matrukan setuju untuk 
melakukan kerjasama ini. Karena di anggap sebagai pkerjaan sampingan 
untuk mengisi waktu luangnya sembari menggarap lahan tambak yang 
menjadi pekerjaannya. Pembagian hasil dalam kerjasama ini dilakukan 
setelah kambing-kambing tersebut terjual setelah itu hasil dari penjualan 
tersebut di bagi kepada tiga orang yang terlibat dalam kerjasama ini.11 
Pendapat lain dari Bapak Amin yang sama-sama memiliki usaha 
ternak kambing menuturkan bahwa kerjasama ini berlangsung sudah 
cukup lama, dikarenakan ada kesibukan lain sebagai wirausaha ataupun 
petani tambak, sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk mengelola 
kambing-kambingnya. Di samping itu juga bisa membantu tetangga 
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yang masih memiliki waktu senggang dalam pekerjaannya, oleh karena 
itu terjadilah kerjasama tersebut.12 
2.   Mekanisme musha>rakah (kerjasama) ternak kambing. 
Menurut Bapak Khanif kerjasama ternak kambing ini sudah cukup 
lama di lakukan, beliau sendiri menjalankan sistem kerjasama ini sudah 
15 tahun. Menurut Bapak Khanif kerjasama ini adalah kerjasama yang 
dilakukan oleh 3 orang dimana bekerjasama dalam pengelolaan trenak 
kambing yang sama-sama mengeluarkan modal meskipun tidak dalam 
jumlah yang sama.13 
Menurut Bapak Matrukan sistem kerjasama ini sudah berlangsung 
cukup lama dimana hasil dari penjualan kambing-kambing tersebut 
nantinya akan di bagi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama 
tersebut. Bapak Matrukan sendiri menjalankan kerjasama dengan sistem 
ini selama 8 tahun.14 
Alur perjanjian yang dilakukan oleh para pemilik modal dalam 
melakukan kerjasama ini adalah: 
a.   Perjanjian yang dilakukan sebagaimana kebiasaan yang berlaku di 
Desa Sedagaran Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik sudah lama 
terjadi. Awal mula pemilik kambing-kambing ini mendatangi 
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seseorang yang dianggap pandai dan bersedia dalam mengelola 
ternak kambingnya. Baik orang tersebut seorang petani tambak atau 
bukan yang terpenting di anggap pandai dan mengerti dalam 
mengelola ternak kambing. Selanjutnya menawarkan kerjasama 
ternak kambing dengan bagi hasil di mana pengelola tambak ini 
sanggup dalam mengelola, memberikan makan dan minum serta 
menyediakan perawatan yang lainnya. 
b.   Setelah pengelola ini setuju maka pemilik modal kambing dan 
pengelola ini mencari pemilik modal selanjutnya yang bersedia 
menyediakan tempat dan kandang untuk beternak kambing tersebut. 
Selanjutnya dalam bagi hasil uang dari hasil penjualan kambing 
tersebut nantinya akan di bagi kepada tiga orang tersebut. 
c.   Setelah para pihak yang bersangkutan setuju maka hal tersebut 
sudah dianggap sebagai perjanjian menurut masyarakat Desa 
Sedagaran. Perjanjian tersebut dilakukan secara lisan dan tanpa 
ditulis karena kebiasaan yang mereka lakukan seperti itu dengan 
memgang prinsip saling percaya diantara para pihak yang 
bersangkutan.15 
d.   Untuk jangka waktu tidak dibatasi oleh pemilik kambing serta 
pemilik lahan dengan makna tidak ada batasan waktu sampai kapan 
kerjasama ini terus berlangsung. Dengan kata lain karena perjanjian 
                                                          
15
Khanif, Wawancara, Gresik 3 Agustus 2018. 



































tidak dibatasi maka perjanjian juga bisa berakhir kapan saja, 
meskipun ada salah satu pihak yang tidak ingin mengakhiri 
kerjasama tersebut. Jika ada salah satu pihak yang ingin mengakhiri 
perjanjian tersebut maka harus memberitahu pihak lain jauh-jauh 
hari sebelumnya. 
e.   Ketiga orang ini bersepakat bahwa modal kambing-kambingnya 
berasal dari satu orang yakni Bapak Khanif, selanjutnya yang 
menyediakan lahan beserta modal untuk pembangunan kandang 
menjadi tanggung jawab Ibu Niswatun, selanjutnya perawatan 
kambing mulai dari mencarikan makan dan minum serta kebutuhan 
lain seperti membeli susu untuk anak kambing yang baru lahir 
menjadi tanggung jawab pengelola yakni Bapak Matrukan.16 
Adapun proses dalam memulai usaha ternak kambing seperti yang 
diungkapkan oleh Bapak Matrukan yaitu melalui beberapa tahap sebagai 
berikut: 
a.   Pembukaan lahan, yaitu proses pembersihan lahan yang akan di 
gunakan untuk tempat beternak kambing serta untuk tempat 
membangun kandangnya. Dilakukan pembersihan dengan cara 
memotong ilalang-ilalang yang ada dan juga rumpu-rumput liar 
yang sekiranya menganggu. Pembersihan lahan ini dilakukan sendiri 
oleh Bapak Khanif dan Bapak Matrukan tanpa mempekerjakan 
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orang lain, dan dalam proses pembersihan lahan ini dilakukan secara 
sukarela atau tanpa dibayar. 
b.   Pembangunan kandang, setelah di rasa lahan sudah cukup bersih 
maka tahap selanjutnya adalah pembangunan kandang yang mana 
terbuat dari bambu serta di beri atap berupa asbes. Dalam tahap 
pembangunan kandang ini dilakukan oleh Bapak Khanif, Bapak 
Matrukan serta mengajak tukang satu orang. Biaya yang digunakan 
untuk membuat kandang serta biaya pembayaran tukang dilakukan 
oleh Ibu Niswatun.17 
Berikut rincian perhitungan biaya yang digunakan untuk 
pembangunan kandang kambing: 
1)  Tukang : 1 Orang x Rp. 125.000 = Rp.125.000 
Di lakukan selama 2 hari = Rp. 250.000 
2)   Bambu : 20 Batang x Rp. 50.000 = Rp. 1.000.000 
3)  Kayu  : 12 Batang x Rp. 42.000 = Rp. 504.000 
4)   Asbes : 4 Lembar x Rp. 73.000 = Rp. 292.000 
5)   Paku  : 2kg x Rp. 38.000 = Rp. 76.000 
c.   Pemindahan kambing-kambing ke area yang sudah di sediakan. 
Pemindahan kambing dari tempat pemilik kambing menuju ke 
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tempat ternak kambing dilakukan oleh Bapak Khanif dan Bapak 
Matrukan dengan cara di angkut menggunakan mobil pick up milik 
Bapak Khanif, sehingga dalam proses ini dilakukan dengan sukarela 
dan tidak dibayar. Selanjutnya tugas pengelola untuk merawat 
kambing-kambing tersebut, dari mulai mencarikan daun-daun untuk 
makanannya serta air untuk minumnya, sampai dengan memberikan 
susu pada anak kambing yang baru lahir, serta memanggil dokter 
hewan apabila di perlukan.18 
3.   Pelaksanaan Bagi Hasil 
Pada umumnya pelaksanaan bagi hasil dari penjualan kambing 
tersebut tidak terdapat dalam perjanjian mengenai berapa bagian yang di 
peroleh dalam penjualan sehingga menimbulkan ketidakpastian berapa 
uang yang di peroleh dalam setiap penjualan. 
Seperti yang di kemukakan oleh Ibu Niswatun bahwa dalam 
perjanjian kerjasama yang di lakukan hanya sepakat menyetujui adanya 
kerjasama ini, dan untuk pembagian hasilnya nanti di bagi kepada tiga 
orang yang bersangkutan tersebut tanpa mengetahui berapa bagian yang 
di perolehnya sehingga menimbulkan ketidakpastian. Setelah kambing 
tersebut berhasil di jual dan mendapatkan uang maka uang tersebut di 
serahkan kepada Bapak Khanif selanjutnya Bapak Khanif yang membagi 
hasil penjualan tersebut sesuai dengan kehendaknya. Menurut Ibu 
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Niswatun uang bagi hasil yang di peroleh biasanya berbeda-beda 
jumlahnya dan dalam memberikan uang tersebut Bapak Khanif hanya 
memberitahu bahwa kambingnya ada yang membeli serta memberikan 
uang bagiannya, terkadang tanpa memberitahu kambing tersebut laku 
dengan harga berapa, karena memang di awal tidak ada kesepakatan 
berapa bagian yang akan di peroleh sehingga menimbulkan 
ketidakpastian.19 
Adapun menurut Bapak Khanif pembagian hasil dari ternak 
kambing terebut di bagi setelah ada kambing yang terjual, dan yang 
membagi uang hasil dari penjualan kambing tersebut adalah Bapak 
Khanif sendiri. Menurut Bapak Khanif tidak ada patokan berapa bagian 
yang di bagikan kepada setiap pemilik modal, semua hanya berdasarkan 
pada perhitungan Bapak Khanif sendiri.20 
Jika terdapat kambing yang meninggal dunia, maka otomatis tidak 
bisa di jual dan tidak menghasilkan uang sehingga semua pihak yang 
bersangkutan juga tidak mendapatkan apa-apa. 
Berikut rincian pembagian hasil dari penjualan kambing: 
1.   Pada tanggal 20 Mei 2019 terjual 2 ekor kambing dengan harga 
masing-masing kambing Rp. 2.300.000,- total uang yang di 
dapatkan adalah Rp. 4.600.000,- selanjutnya di bagikan oleh 
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Bapak Khanif kepada para pihak yang ikut dalam kerjasama. 
Yakni Bapak Matrukan mendapatkan bagian Rp. 1.300.000,- dan 
Ibu Niswatun juga mendapatkan Rp. 1.300.000,- sementara Bapak 
Khanif mendapatkan Rp. 2.000.000,- 
2.   Pada tanggal 2 Juli 2019 terjual 2 ekor kambing dengan cara pembeli 
mendatangi tempat ternak kambing dengan harga masing-masing 
kambing Rp. 2.300.000,- maka total uang yang didapatkan adalah 
Rp. 4.600.000,- selanjutnya dibagikan oleh Bapak Khanif kepada 
para pihak yang ikut dalam kerjasama. Yakni Bapak Matrukan 
mendapatkan Rp. 1.250.000,- dan Ibu Niswatun juga mendapatkan 
Rp. 1.250.000,- selanjutnya sisanya yakni Rp. 2.100.000,- menjadi 
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ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA TERNAK 
KAMBING DI DESA SEDAGARAN KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN 
GRESIK 
 
Dalam bab sebelumnya, penulis telah memaparkan bagaimana parktik 
kerjasama ternak kambing antara para pemegang modal di Desa Sedagaran 
Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Dari data yang didapat, maka perjanjian 
kerjasama ternak kambing secara garis besar dapat di analisis dari berbagai segi 
yaitu: 
A.   Analisis Praktek Akad Kerjasama Bagi Hasil dalam Usaha Ternak Kambing 
di Desa Sedagaran Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik 
Pada dasarnya kerjasama bagi hasil merupakan sebuah bentuk 
perjanjian yang sudah umum dilakukan masyarakat Indonesia. Dalam Islam 
terdapat dua bentuk akad kerjasama bagi hasil yakni Muda>rabah  dan 
Musha>rakah. Sebagaimana yang sudah di paparkan oleh penulis pada bab 2, 
bahwa Musha>rakah adalah perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih 
untuk sebuah usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi 
dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan yang dihasilkan dan risiko akan 
ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bersama.1 
Jika dilihat dari uraian diatas, sudah selayaknya manusia 
membutuhkan bantuan dari sesama manusia lainnya untuk memenuhi 
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kebutuhan hidupnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan yakni dengan 
bermu’a>malah, yakni melakukan kerjasama bagi hasil yang bertujuan untuk 
meringankan pihak-pihak terkait , serta termasuk dalam salah satu bentuk 
tolong menolong antar umat manusia. 
Dalam bab sebelumnya telah di jelaskan bahwa dalam kerjasama 
ternak kambing di Desa Sedagaran Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik , 
para pemilik modal telah melakukan kesepakatan untuk melakukan 
kerjasama bagi hasil dengan ketentuan hasil dari penjualan kambing tersebut 
akan di bagi kepada para pemilik modal tetapi tidak dijelaskan berapa bagian 
yang diperoleh. 
Perjanjian kerjasama bagi hasil ternak kambing dilakukan secara lisan 
atas dasar kekeluargaan. Sehingga tidak terdapat bukti tertulis mengenai 
perjanjian tersebut. 
Terdapat tiga unsur yang terpenuhi dalam akad kerjasama ini, yakni 
adanya para pihak yang berserikat, objek yang menyangkut modal dan 
keuntungan, serta ijab dan qobul. Para pihak yang berserikat ini terdiri dari 
tiga orang, yaitu Bapak Khanif sebagai pemilik kambing, Ibu Niswatun 
sebagai penyedia lahan dan tempat untuk beternak kambing, dan Bapak 
Matrukan sebagai pengelola yang menjaga serta merawat kambing-kambing 
tersebut.  
Berdasarkan uraian analisa diatas, jika dilihat dari sisi unsur-unsur 
akad, kerjasama bagi hasil yang dilakukan dalam usaha ternak kambing di 



































Desa Sedagaran dapat di kategorikan termasuk dalam akad Musha>rakah. Hal 
ini terlihat dari terpenuhinya rukun musha>rakah pada kerjasama bagi hasil 
tersebut. 
Dalam perjanjian kerjasama bagi hasil usaha ternak kambing di Desa 
Sedagaran para pihak yang berserikat menanamkan modalnya dan 
menyepakati bahwa hasil dari penjualan akan di bagi bersama. Menurut hasil 
wawancara penulis dengan Ibu Niswatun dan Bapak Khanif  menanamkan 
modal dalam bentuk yang berbeda dan dalam jumlah yang tidak sama, serta 
dalam pengelolaan usaha tersebut masing-masing pihak turut andil dalam 
menjalankan usaha tersebut meskipun dalam kapasitas yang berbeda-beda. 
Sehingga jika di analisis dari jenis akad musha>rakah, maka perjanjian 
kerjasama bagi hasil tersebut adalah termasuk akad musha>rakah/shirkah al-
‘ina>n. 
Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial, sehingga mustahil 
jika manusia hidup tanpa membutuhkan bantuan manusia lain, islam 
memberikan kemudahan terhadap manusia dalam melakukan berbagai 
kegiatan mu’a>malah dalam kehidupan sehari-hari, dengan syarat kegiatan 
tersebut tidak keluar dari ajaran yang telah di gariskan dalam syariat. 
kegiatan bermu’a>malah dimaksudkan untuk saling tolong menolong 
antar umat manusia. Dalam kegiatan mu’a>malah khususnya kerjasama bagi 
hasil pastilah terdapat pembagian keuntungan oleh para pihak yang telah 
bertransaksi. Keuntungan yang di bagikan kepada para pihak haruslah sesuai 



































dengan kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan di 
awal perjanjian. 
Dalam usaha kerjasama ternak kambing yang ada di Desa 
Sedagaran ini, para pihak yang bersangkutan bersepakat bahwa 
keuntungan akan di bagikan kepada para pemilik modal yang ikut dalam 
kerjasama. Akan tetapi tidak di jelaskan di awal mengenai berapa bagian 
keuntungan yang akan di peroleh oleh setiap penanam modal. 
Jika melihat dari uraian yang sudah dijelaskan pada bab 2 diatas,  
dapat di pahami jika pembagian keuntungan harusnya ditentukan pada 
saat melakukan perjanjian. Serta pembagian keuntungan dinyatakan 
secara jelas ketika akad, misalnya seperdua, sepertiga, dan sebagainya. 
Jika dikaitkan dengan kerjasama bagi hasil pada ternak kambing di Desa 
Sedagaran, maka terdapat unsur ketidakadilan didalamnya, yaitu 
pembagian proporsi keuntungan tidak di jelaskan pada awal akad dan 
dalam perjanjian. 
B.  Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Ternak Kambing di Desa 
Sedagaran Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik 
Agama Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan 
inovasi terhadap berbagai kegiatan mu’a>malah yang mereka butuhkan 
dalam kehidupan sehari-hari, dengan syarat bahwa bentuk dari kegiatan 
mu’a>malah ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah di 
tentukan oleh syariat Islam. 



































Perjanjian kerjasama bagi hasil dalam usaha ternak kambing di 
Desa Sedagaran adalah termasuk akad musha>rakah. Namun, yang 
menjadi sebuah kejanggalan atau permasalahan dalam akad kerjasama 
usaha ternak kambing ini adalah adanya pembagian keuntungan yang 
tidak di ketahui jumlah proporsi yang akan di dapat oleh masing-masing 
pemilik modal. Hal ini menimbulkan adanya ketidakpastian keuntungan 
yang di dapat oleh pihak lain yang ikut dalam kerjasama ini. 
Dalam hukum Islam memang tidak di atur mengenai besar kecilnya 
pembagian keuntungan. Akan tetapi dalam akad musha>rakah di 
syaratkan bahwa pembagian keuntungan dinyatakan secara jelas ketika 
akad, misalnya seperdua, sepertiga dan sebagainya.2 
Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama 
Hanafiyah akad tersebut menjadi fasid (rusak). Fasid adalah akad yang 
telah memenuhi rukun akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat 
keabsahan akad. Ketidaksahannya dapat disebabkan karena akad tersebut 
tidak sesuai dengan praktik yang sesungguhnya terjadi di lapangan. 
Suatu akad dapat dikatakan fasid (rusak) apabila mengandung sifat yang 
tidak jelas dan dilarang oleh syara’. Contohnya menjual mobil tanpa 
menyebutkan merk, tahun, dan sebagainya.3 
Jika melihat dari paparan penulis pada bab 3, bahwa keuntungan 
yang didapatkan oleh para pemilik modal tidak di ketahui jumlah 
                                                          
2
Mustafa Dieb al-Bigha, Fikih Sunnah Imam Syafi’i, ( Jakarta: Fathan Media Prima), 268. 
3
Saiful Jazil, Fiqh Muamalah, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 93. 



































proporsi dalam setiap pembagiannya. Akan tetapi melihat dari rincian 
bagi hasil yang telah di paparkan tersebut di temukan fakta bahwa 
pembagian keuntungan bagi hasil tersebut di lakukan dengan terdapat 
unsur tolong menolong, dimana pembagian keuntungan milik pemilik 
kambing tidak sebanding dengan modal yang di keluarkan. 
Dalam kehidupan ini juga terdapat perkembangan. Kata-kata 
pengembangan mengandung arti kita tetap berpijak atau setidaknya 
memerhatikan dan memedulikan yang telah ada disertai daya kreatif, 
inofatif, menambah, mengurangi atau mengganti bagian-bagian yang 
tidak atau kurang sesuai lagi dengan perkembangan kehidupan 
masyarakat. Seperti yang terjadi pada kerjasama bagi hasil ternak 
kambing ini yang juga mengandung unsur tolong menolong. Oleh karena 
itu sesuai dengan kaidah fikih: 
 َﻈَﻓﺎَﺤ
ُ
ﳌا ِﺢَﻠْﺻَﻻا ِﺪﻳِﺪَﳉاِﺎﺑُﺬْﺧَﻻاَو ِﺢِﻟﺎﱠﺼﻟا ِﱘِﺪَﻘﻟا ﻲَﻠَﻋُﺔ  
“ Memelihara keadaan yang lama yang maslahat dan mengambil yang 
baru yang lebih maslahat” 
Jika dilihat dari uraian diatas, maka sudah selayaknya manusia 
membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam 
hal bermu’a>malah. Salah satu cara yang dapat dilakukan yakni dengan 
melakukan kerjasama bagihasil yang bertujuan untuk meringankan kedua 
belah pihak serta termasuk dalam salah satu bentuk tolong menolong 
antar umat manusia. Sesuai dengan firman Allah SWT, dalam surat Al-
Maidah ayat 2: 



































                        
            
Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah 
amat berat siksaNya”                                                                                     
Kerjasama ternak kambing yang dilakukan di Desa Sedagaran ini 
dalam melakukan perjanjian kerjasama masyarakat tidak menulis 
perjanjian tersebut, melainkan hanya menggunakan lisan dan 
kepercayaan antar pihak yang bersangkutan, karena didasari oleh rasa 
saling percaya dan adanya unsur tolong menolong. Hal tersebut bisa 
merugikan salah satu pihak jika salah satu pihak ada yang mengingkari 
janjinya, serta ketidakjelasan merupakan perbuatan yang tidak 
diperbolehkan dalam syariat Islam. Akan tetapi dalam kerjasama ini juga 
mengandung unsur tolong menolong dan sesuai dengan kaidah fiqih di 
atas yang mana mengambil keadaan baru yang lebih maslahat, maka 












































A.   Kesimpulan 
Dari pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya 
mengenai praktik kerjasama ternak kambing di Desa Sedagaran 
Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, maka dapat diambil kesimpulan 
yaitu: 
1.   Kerjasama bagi hasil dalam usaha ternak kambing di Desa Sedagaran 
ini melibatkan tiga pihak yakni para pihak yang berserikat (a>qidain). 
Dalam melakukan perjanjian mereka tidak menyatakan secara 
tertulis melainkan secara lisan, dan tiap pihak ikut serta dalam 
menanamkan modalnya meskipun dalam bentuk yang berbeda. 
Dalam pembagian keuntungan para pihak yang berserikat ini sepakat 
akan di bagi kepada pihak yang terlibat dalam kerjasama tetapi tidak 
di ketahui proporsi keuntungan yang di peroleh oleh masing-masing 
pihak dan jika terdapat kerugian maka di tanggung bersama. 
Kerjasama tersebut adalah termasuk musha>rakah/shirkah al-‘ina>n. 
2.   Menurut hukum Islam, akad kerjasama bagi hasil dalam usaha ternak 
kambing ini tetap sah untuk dilakukan, karena terdapat unsur tolong 
menolong dan untuk kemaslahatan bersama. 
 



































B.   Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka berikut saran yang dapat di 
berikan: 
Bagi pihak yang berserikat, diharapkan dapat melakukan perjanjian 
secara tertulis dengan hitam diatas putih. Serta untuk pembagian 
keuntungan hendaknya di sepakati di awal perjanjian mengenai proporsi 
keuntungan yang didapatkan oleh setiap pihak yang berserikat. Karena 
dikhawatirkan jika sistem seperti ini di teruskan maka akan 
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